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Undang-Undang Hak Cipta mengatur pelindungan digital melalui konsep
yang secara substansial mengatur mengenai Digital Rights Management (DRM),
meskipun tidak menyebutkan istilah DRM secara eksplisit dan tanpa pedoman
penerapan yang komprehensif. Kekosongan ini tampak pada maraknya praktik jual-
beli layanan premium Spotify melalui pihak ketiga yang bertentangan dengan
ketentuan hak cipta dan syarat penggunaan platform. Kondisi tersebut
menunjukkan lemahnya harmonisasi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-
Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam menetapkan langkah preventif
maupun represif di ranah digital. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan
penerapan DRM dalam pelindungan karya cipta digital pada layanan premium
sebagai dasar perumusan pembaruan kebijakan yang lebih selaras dan memberikan
kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang, historis, dan kejadian lapangan. Data yang digunakan
adalah data sekunder, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis
data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk
menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian. Hasil analisis
kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas,
dan rinci untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini.

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, ketentuan
DRM dalam Undang-Undang Hak Cipta melalui Pasal 52 dan Pasal 7 telah
mengatur Technological Protection Measures dan Rights Management Information
sebagai instrumen preventif, namun belum memberikan pedoman yang jelas
mengenai hubungan antara pengguna dan platform digital dalam pemberian akses
berlisensi. Kedua, penerapan DRM oleh Spotify pada dasarnya sesuai dengan
Undang-Undang Hak Cipta, namun terdapat ketidaksinkronan karena kewenangan
pemutusan akses berada pada Kemkomdigi, bukan pada platform, sehingga
menimbulkan ketidakselarasan antara kebijakan negara dan praktik pelindungan
oleh penyedia layanan digital. Fragmentasi antara mekanisme privat dan
kewenangan publik ini menciptakan ketidakpastian hukum karena penerapan DRM
oleh Spotify belum sepenuhnya memperoleh legitimasi normatif dalam sistem
hukum nasional.
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ABSTRACT

“The Copyright Law regulates digital protection through concepts that
substantially reflect DRM, although without explicitly using the term and without
providing comprehensive implementation guidelines. This gap is evident in the
widespread practice of third-party sales of Spotify premium services, which
contravenes copyright provisions and the platform'’s terms of use. This condition
demonstrates weak harmonization between the Copyright Law and the Electronic
Information and Transactions Law in establishing preventive and repressive
measures in the digital domain. This study analyzes the regulation and
implementation of DRM in the protection of digital copyrighted works on premium
services as a basis for formulating more coherent policy reforms that ensure legal
certainty.

This study employs a normative legal research method using statutory,
historical, and case-based approaches. The data utilized consist of secondary data,
namely primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature
review and interviews. The data were analyzed qualitatively using a descriptive
approach to illustrate and explain the subject and object of the research. The results
of the analysis are presented in systematically, clearly, and thoroughly structured
sentences to derive conclusions regarding the issues examined in this study.

The findings of this research are divided into two main parts. First, the
provisions on DRM in the Copyright Law through Articles 52 and 7 regulate
Technological Protection Measures and Rights Management Information as
preventive instruments, yet they do not provide clear guidelines regarding the
relationship between users and digital platforms in the granting of licensed access.
Second, the implementation of DRM by Spotify is essentially aligned with the
Copyright Law, but a lack of synchronization exists because the authority to
terminate access lies with the Ministry of Communication and Digital Affairs
(Kemkomdigi), not with the platform, resulting in a misalignment between state
policy and the protection practices carried out by digital service providers. This
fragmentation between private mechanisms and public authority creates legal
uncertainty, as Spotify’s DRM measures have not fully obtained normative
legitimacy within the national legal system.
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